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BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 74 /2025

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, dalam rangka tertib dan lancarnya
pembinaan dan pengawasan oleh Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tabalong, maka perlu menetapkan Program Kerja
Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pada Inspektorat
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah
Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
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Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
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Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2021 Nomor 69);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2023
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 26);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis
Risiko Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
terdiri atas kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tabalong sesuai dengan kebijakan Menteri Dalam
Negeri yang ditetapkan setiap tahun.

Fokus Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA sebagai berikut:

a. Pelaksanaan urusan  Pemerintahan yang  menjadi
kewenangan Daerah yaitu:

1. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan Peraturan
Perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan
norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat; dan

2. pemeriksaan Kinerja.

b. Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Daerah yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yaitu:

1. reviu dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana
Keuangan Daerah;

2. memeriksa Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. reviu Laporan Keuangan; dan

4. kegiatan pengawasan berupa probity audit, reviu laporan
kinerja, reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD), perhitungan kerugian keuangan daerah,
evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis
gender dan pemeriksaan keuangan desa.

c. Penguatan tata kelola pemerintahan dan penegakan
integritas yaitu:

pengendalian gratifikasi;

pelaksanaan survey penilaian integritas;

penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;

asistensi pembangunan reformasi birokrasi;

capaian aksi pencegahan oleh strategi nasional

pencegahan korupsi;

capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan

korupsi terintegrasi yang di koordinasikan Komisi

Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;

operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;

pemeriksaan investigasi;

tindak lanjut perjanjian kerja sama Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum

(APH) dalam penanganan laporan/pengaduan

masyarakat yang berindikasi korupsi; dan

10. monitoring dan evaluasi tindak lanjut Laporan Hasil
Pengawasan/Pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan
(LHP BPK) dan APIP.

d. Peningkatan kapabilitas APIP yaitu:

1. maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

2. penerapan manajemen risiko; dan

3. pendidikan profesional berkelanjutan (minimal 120 jam

per tahun).
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Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat
Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025.
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KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  _
pada tanggal 2 ?\Mﬂ 202
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Tembusan disampaikan Kepada Yth:
Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.




